Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Biaya Transportasi Jemaah Haji.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat
Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor
56) Dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Propinsi Bengkulu ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
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10.

11

12.

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1997 dan
Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2854 );

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007
Nomor 5 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun
2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 19
Tahun 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2011 Nomor 57 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

TENTANG BIAYA TRANSPORTASI JEMAAH HAJI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

PO

Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten Rejang
Lebong yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rejang Lebong.

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali
seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.

Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah
mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan
yang ditetapkan.

Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari
daerah menuju embarkasi dan dari debarkasi menuju daerah.

Biaya Transportasi jemaah haji yang selanjutnya disebut biaya transportasi
adalah biaya transportasi dari daerah menuju embarkasi dan atau dari
debarkasi menuju daerah.
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BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk
meningkatkan pelayanan transportasi bagi jemaah haji agar pelaksanaan ibadah
haji dapat terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup biaya transportasi adalah:

a.
b.

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

biaya transportasi pemberangkatan dari daerah ke embarkasi;
biaya transportasi pemulangan dari debarkasi ke daerah.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 4

Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam
APBD setiap tahunnya.

Penghitungan jumlah biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan mengacu pada jumlah kuota jemaah haji Kabupaten.
Besaran biaya transportasi dihitung per jemaah haji dengan mengacu pada
standar biaya umum Kabupaten, dengan tetap memperhitungkan
kemampuan keuangan daerah.

Apabila standar biaya umum belum ditetapkan, maka besaran biaya
transportasi dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku pada tahun
berjalan dengan tetap memperhitungkan kemampuan daerah.

Penganggaran biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen biaya transportasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya transportasi diselenggarakan oleh
Bagian yang menangani urusan kesejahteraan rakyat pada Sekretariat
Daerah.

Pertanggungjawaban biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang
Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 September 2012

BUPATI REJANG LEBONG,

ttd
SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 11 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2013 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,

PRANOTO, SH.,M.Si
NIP. 19651201 199603 1 004
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